BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu cita-cita utama dari ditegakkannya
Hukum Perpajakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam
pengimplementasiannya. Jika dirinci dari awal, aturan mengenai apa yang menjadi hak
dan kewajiban Wajib Pajak akan sangat menentukan sikap Wajib Pajak terhadap Pajak
itu sendiri. Namun, disamping aturan yang mengatur, Wajib Pajak juga perlu dibekali
dengan pengetahuan Pajak yang memadai dan terus-menerus. Pemerintah harus gencar
dalam melakukan sosialisasi perpajakan, baik regulasi maupun prosedural dan teknis
kepada masyarakat. Dalam hal regulasi perpajakan, pemerintah dalam hal ini Dirjen
Pajak juga harus menerapkan sanksi perpajakan secara tegas agar dapat meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi pajak, kesadaran akan hak
dan kewajiban Wajib Pajak akan meningkat dan berfungsi untuk meminimalisir

penghindaraan ataupun pengabaian pajak.

Berkaitan dengan kewajiban pemberian bukti potong PPh 23, penulis menyimpulkan
bahwa kepatuhan pemberian bukti potong PPh 23 oleh Wajib Pajak dalam
penerapannya masih kurang efektif. Menurut penulis, eksistensi dari bukti potong itu
sendiri masih diragukan masyarakat. Apa sebenarnya fungsi dan manfaat bukti potong,
mungkin juga masih dipertanyakan. Kurangnya informasi terkait bukti potong ini akan

berujung pada kelalaian Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pada realitanya, masih banyak masyarakat Wajib Pajak yang mengabaikan
kewajibannya memberikan bukti potong PPh 23 serta ragu untuk meminta haknya

terkait bukti potong tersebut. Dari analisa penulis di bab sebelumnya, ketidakjelasan
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regulasi dan kurang maksimalnya sanksi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi
masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan penafsiran penulis sebelumnya, baik UU
KUP maupun UU PPh sendiri tidak punya aturan yang jelas terkait kewajiban
memberikan bukti potong, serta tidak juga secara eksplisit menyebutkan hak Wajib
Pajak dalam memperoleh bukti potong. Kurang pahamnya masyarakat akan isi dari
aturan tersebut, serta sering terjadinya multitafsir akan membuat masyarakat Wajib
Pajak, malas untuk mengurusi hal-hal perpajakan, yang disini terkait dengan pemberian
bukti potong PPh 23. Selain itu, pengetahuan masyarakat terkait apa itu bukti potong
juga masih sangat minim, hal itu dirasa penulis dikarenakan sosialisasi dari pemerintah
yang juga masih sangat kurang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada
dasarnya pemerintah telah melakukan suatu upaya dalam rangka mempermudah
pemebrian dan pengisian bukti potong, yaitu melalui sistem e-bupot. Namun, sampai
awal tahun ini pengimplementasiannya belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan
pengaplikasiannya pun yang belum merata, fenomena inilah yang seharusnya menjadi
salah satu fokus pemerintah agar dapat segera diatasi. Jika dari sistem sudah merata,
maka pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kewajiban
Wajib Pajak dalam hal ini. Dengan demikian akan terwujud kepatuhan dalam

pemberian bukti potong PPh 23.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam kesimpulan diatass, maka
penulis dalam penelitian ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.
1. Bagi Pemerintah dan Aparatur Penegak Pajak
Berkaca dari masalah-masalah yang dapat timbul dari
ketidakpatuhan Wajib Pajak dalm memberikan bukti
potong PPh 23, menurut penulis perlu adanya upaya
pembenahan regulasi terkait bupot khususnya dalam UU
KUP dan UU PPh. Regulasi dan aturan tersebut harus
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didukung dengan sanksi yang tegas, karena seperti
pembahasan penulis sebelumnya, pengabaian kewajiban
pemberian bupot akan sangat berdampak dan
menghambat pelaporan SPT yang merupakan salah satu
prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh Wajib
Pajak. Bermula dari ketidakpahaman akan berujung
pada kerugian yang akan diderita oleh Wajib Pajak
sendiri. Disinilah peran pemerintah baik Dirjen Pajak,
Kementrian Keuangan maupun aparatur penegak pajak
menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan
menegakkan kembali Hukum Perpajakan. Selain itu,
sosialisasi terkait isi regulasi dan teknis prosedural
pemberian bukti potong PPh 23 juga dirasa masih sangat
perlu dilakukan, dengan menjamin proses sosialisasi
tersebut merata keseluruh wilayah di Indonesia. Hal itu
guna mencegah pengabaian kewajiban yang akan aja
menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta perwujudan
masyarakat yang patuh pajak.

Bagi Civitas Akademika

Bagi peneliti yang tertarik ingin melakukan penelitian
selanjutnya terkait bukti potong PPh 23, dapat juga
mengambil perspektif lain dari regulasi lain diluar UU
KUP dan UU PPh. Dan agar memperoleh kesimpulan
yang lebih valid, dapat dikhususkan penelitian terkait
pengimplementasian kepatuhan pemberian bukti potong
PPh 23 di satu daerah tertentu saja.

Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat
digunakan sebagai referensi guna menambah wawasan
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dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya terkait
Bukti Potong PPh 23. Sehingga pada akhirnya akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
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